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ABSTRAK 

Sulistiawati, 202010115048, Pertanggungjawaban HukumMterhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan 

UndangUUndang Nomor 5 tahun 1990 tentangKKonservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 

 

Keanekaraman hayati di Indonesia memiliki tingkat kekayaan ekosistem yang 

dinilai tinggi di dunia, namun seringkali lingkungan sumber daya alam mengalami 

tekanan yang disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu eksploitasi perusakan dan 

berburuan liar satwa yang berstatus dalam bahaya kepunahan untuk 

diperjualbelikan. UndangUndang nomorr5 tahun 1990 tentang konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya tepatnya dalam pasal 21 ayat (2). Namun 

kenyataanya perburuan dan perdagangan satwa liar tetap saja terjadi dan menjadi 

ancaman serius yang ikut memicu kepunahan beragam satwa liar, contohnya 

seperti pada kasus putusan nomor 202/PID.Sus/2020/PNNSrl yg memperniagakan 

sisik trenggiling, putusan nomor 72/PID.B/2020/PN Plw yang memperniagakan 

bagian tubuh HarimauHSumatera dan putusan nomor 6/PID.B/LH/2019/PN.Tob. 

yang memperniagakan berbagai jenis burung yang dilindungi.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku 

tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi dan seperti apa implikasi 

disparitas putusan hakim dalam penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana 

perdagangan illegal satwa liar dilindungi. 

Penelitian ini mengguakan metode penelitian yuridis normatif yang diperoleh 

berdasarkan bahan pustaka dengan menggunakan perundang undangan dan 

putusan pengadilan serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan 

pada penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban bagi 

pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi merupakan suatu 

pertanggungjawaban orang terhadap perbuatan yang dilakukannya yang mana 

dalam hal kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal tersebut berpacu 

pada pasal 21 ayat (2), pasal 40 ayat (2) dan (4)  Undang Undang nomor 5 tahun 

1990 tentang KSDAE. Disparitas putusan hakim dapat terjadi Karena 

pertimbangan hakim yang berdasarkan pada latar belakang pelaku melakukan 

tindak pidana dan implikasi disparitas putusan hakim yang membawa dampak 

negatif bagi ekologi,ekonomi dan kepastian hukum. 

 

 

Kata Kunci : Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, pertanggungjawaban 

pidana, impilkasi disparitas putusan hakim  
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ABSTRACT 

Sulistiawati, 202010115048, Legal Liability of Perpetrators of Illegal Trade in 

Protected Wildlife Based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of 

Natural Resources and Ecosystems. 

Biodiversity in Indonesia has a high level of ecosystem richness in the world, but 

often the natural resource environment is under pressure caused by human 

activities, namely exploitation, destruction and poaching of animals that are in 

danger of extinction for sale. Law number 5 of 1990 concerning the conservation 

of biological natural resources and their ecosystems is precisely in article 21 

paragraph (2). However, in reality, wildlife poaching and trade continues to 

occur and is a serious threat that has contributed to the extinction of various 

wildlife, for example, as in the case of decision number 202/PID.Sus/2020/PN Srl 

which traded pangolin scales, decision number 72/PID.B/2020/PN Plw which 

traded Sumatran Tiger body parts and decision number 6/PID.B/LH/2019/PN Tob 

which traded various types of protected birds. 

The aim of this research is to determine the legal responsibility of perpetrators of 

criminal acts of illegal trade in protected wild animals and the disparities in 

judges' decisions in applying sanctions against perpetrators of criminal acts of 

illegal trade in protected wild animals. 

This research uses normative juridical research methods obtained based on 

library materials using laws and court decisions and other reading materials 

related to the problems in this study. 

Based on the results of the research, it can be seen that the responsibility for the 

perpetrators of illegal trade in protected wildlife is a person's responsibility for 

his actions which in the case of illegal trade in protected animals refers to Article 

21 paragraph (2), Article 40 paragraph (2) and (4) of Law Number 5 of 1990 

concerning KSDAE. Disparity in judges' decisions can occur due to judges' 

considerations based on the background of the perpetrators of criminal acts and 

the implications of disparity in judges' decisions which have a negative impact on 

ecology, economy and legal certainty. 

  

  

Keywords: Illegal trade in protected wildlife, criminal liability, implications of 

disparity in judges' decisions. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTO  

“Belajarlah membatasi sebuah angan angan, agar tidak jatuh dari sakitnya 

pengharapan” 

 

“Jika hatimu hancur dan putus asamu semakin berkecamuk, maka ingatlah Aku” 

(Qs. Az Zumar : 53) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Skipsi ini penulis dedikasikan pada orangtua ketulusan dari hati atas doa yang 

tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang orang terdekatku 

yang tersayang. Dan untuk Almamater Ubhara Jaya Kebangganku 

Pertanggungjawaban Hukum.., Sulistiawati, Fakultas Hukum, 2024


	01. 202010115048 COVER.pdf (p.1)
	02. 202010115048-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf (p.2)
	03. 202010115048-LEMBAR PENGESAHAN.pdf (p.3)
	04. 202010115048–LEMBAR PERNYATAAN.pdf (p.4)
	05. 202010115048-LEMBAR PUBLIKASI.pdf (p.5)
	06. 20201011504 -ABSTRAK.pdf (p.6)
	ABSTRAK

	07. 202010115048-ABSTRACT.pdf (p.7)
	ABSTRACT

	08. 202010115048–KATA PENGANTAR.pdf (p.8-9)
	09. 202010115048-DAFTAR ISI.pdf (p.10-12)
	DAFTAR ISI

	10. 202010115048-DAFTAR SINGKATAN.pdf (p.13)
	DAFTAR SINGKATAN

	11. 202010115048-MOTO.pdf (p.14)
	MOTO DAN PERSEMBAHAN




